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PUTUSAN 

Nomor 816/Pdt.G/2022/PA.Bn 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 11 Juli 1992 (umur 30 

tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan 

SMP, tempat kediaman  di Kota Bengkulu (Kontrakan Binsar 

Sialoho)., sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX 15 Mei 1977 (umur 45 tahun), 

agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMP, 

tempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, 

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan surat 

gugatannya tertanggal 08 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Bengkulu dalam register Nomor 816/Pdt.G/2022/PA.Bn 

tanggal 08 September 2022, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 

hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi 

Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 

108/11/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah janda 

dengan 1 orang anak dan jejaka; 

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina 

rumah tangga bertempat kediaman di rumah milik Tergugat di Kabupaten 

Seluma, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah; 

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan 

hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 

- XXXXXXX, lahir di Seluma, tanggal 06 Agustus 2017, umur 5 tahun; 

Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat; 

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian 

sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

disebabkan karena:  

 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat; 

 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; 

 Tergugat tidak bersikap baik kepada orang tua Penggugat; 

6. Bahwa, pada bulan Juni tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada 

saat itu ayah kandung Penggugat berkunjung ke rumah kediaman bersama, 

akan tetapi Tergugat tidak menegur ayah kandung Penggugat, kemudian 

saat Penggugat dan ayah kandung Penggugat sedang menelpon kakak 

kandung Penggugat untuk membicarakan terkait ongkos pulang ayah 

kandung Penggugat, tiba-tiba Tergugat langsung mengusir Penggugat dan 

orang tua Penggugat untuk pergi dari rumah dan menyuruh Penggugat untuk 

menjual motor agar digunakan untuk ongkos pulang Penggugat dan ayah 

kandung Penggugat . Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat 

dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah 

kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah 

berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan saat ini masih ada 

komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah anak;  
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7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat 

karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak 

mungkin terwujud lagi; 

8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di 

atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu 

melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

memutus sebagai berikut: 

PRIMER : 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku; 

SUBSIDER : 

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah  

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir 

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan 

suatu halangan yang sah; 

Bahwa, usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan 

karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun 

Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat 

kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan 

mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses 

persidangan; 

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi 

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar 
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jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat  

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/11/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 

atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan 

dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1); 

II. Bukti Saksi 

1. SAKSI PERTAMA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah 

sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 

bulan yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

pertengkaran, dan perselisihan; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak 

berhasil; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk 

didamaikan; 

2. SAKSI KEDUA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah 

sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

selama 3 bulan yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi pertengkaran, dan perselisihan; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak 

berhasil; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk 

didamaikan; 

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena ia tidak pernah hadir 

di persidangan; 

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu 

tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya; 
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Bahwa, proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap 

dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, 

cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ini ;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat melalui 

kuasanya adalah perkara di bidang perkawinan dan Penggugat beragama 

Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tenetang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan 

memutuskan perkara a quo; 

 Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota 

Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bengkulu 

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan 

Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat 

dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai 

pihak (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan 

tuntutan dalam sengketa di bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 73 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak 

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir 
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di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata 

ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum 

(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara a quo dapat diperiksa dan 

diputus tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya 

mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun 

dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses 

Mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah 

hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009  jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta 

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha 

mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan 

berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat 

tetap ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat  

adalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam 

rumah tangga, alasan tersebut sesui dengan alasan perceraian 

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara hukum 

Tergugat dapat dianggap tidak mau mempertahankan haknya di 

persidangan. Oleh karena itu Tergugat dapat dianggap telah mengakui 
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gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam “Kitab Ahkamul 

Qur’an” Juz III halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis 

Hakim yang artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, 

namun tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah 

haknya”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan 

perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim 

harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau 

orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, 

Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya 

sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (bukti P.1) dan 2 orang 

saksi ; 

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti. P.1) merupakan fotokopi sah 

dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat 

sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) 

Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus 

dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat 

diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti 

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil 

gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat 

dalam perkawinan sah; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah 

memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah 

mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya 

hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan 

saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau 

sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana maksud Pasal 172 
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ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan 

sesuai dengan yang dialami, didengar dan dilihanya sendiri, keterangan yang 

diberikan tersebut telah mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan 

saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dengan demikian 

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana 

maksud Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,   ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti P.1 

dan keterangan saksi-saksi terungkap fakta-fakta kejadian yang kemudian 

disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili dalam 

wilayah hukum Kota Bengkulu; 

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; 

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi  

perselisihan, percekcokan dan pertengkaran; 

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal; 

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;  

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan 

tetapi tidak berhasil; 

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat 

didamaikan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan 

sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak 

suami isteri sudah tidak dapat lagi untuk hidup rukun damai dan bahkan 

mareka sudah pisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan 

batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan 
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perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga 

mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan 

kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan 

kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk 

yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai 

dengan kaedah fiqh dalam kitab “Al-Asybah Wa An-Nazhoir”, Halaman 62 

yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang artinya: 

“Kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan“.  

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar 

kemashlahatan (yang belum jelas)” 

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian 

adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal 

hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga 

karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, 

maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang 

tercantum dalam kitab kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya: 

“Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, 

maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu 

Bain Shughra”  

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab 

Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya: 

 “ ….. Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis 

Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat ), atau 
berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat ) sedangkan dalil/posita yang 
menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan 

isteri tidak sanggup lagi bermu’asyarah secara langgeng dengan suaminya, 
demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan 
kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan 

talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat)” ; 

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini 

ke Pengadilan Agama Bengkulu sampai dengan tahap akhir proses di 
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persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan tidak bersedia 

rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa 

perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah 

berlangsung terus menerus, serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi 

hidup bersama dalam membina rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan doktrin matrimonial 

guilt, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang 

salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka 

berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,  sesuai dengan doktrin marriage 

breakdown, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah 

perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah 

Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya : 

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah 

tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat 
dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya 
meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara 

yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan 
rasa keadilan”. 

Menimbang, bahwa disamping itu juga Majelis hakim berpendapat 

gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dipertimbangkan. Hal ini 

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998  

tanggal 19  Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum” bahwa 

bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti  

dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak 

berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa 

sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 19 huruf  

(f)  Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan/gugatan haruslah 

dikabulkan;  

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang 

mengandung abstraksi hukum “jika suami isteri yang tidak berdiam serumah 

lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga 
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tersebut telah terbukti retak dan pecah” serta Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 

17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup pisah, tidak dalam 

satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang 

cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim 

berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang 

digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak 

mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang 

kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana 

petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai 

dengan Tergugat patut dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan 

demikian alasan Penggugat  untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai 

dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf  (f) 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang 

merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 

3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

Penggugat;  

Mengingat dalil-dalil syar’i dan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
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datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;  

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini 

sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah); 

Demikian ditetapkan di Bengkulu dalam rapat musyawarah Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 28 September 

2022 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1444 H oleh kami Dr. 

Drs. Amiruddin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H., dan Drs. 

Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut 

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, 

S.H.,M.HI sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat; 

Ketua Majelis, 

 

 

Dr. Drs. Amiruddin, S.H.,M.H 

Hakim Anggota I,                   Hakim Anggota I, 

 

 

Asymawi, S.H.                      Drs. Ramdan  

Panitera Pengganti, 

 

 

Sarmia Riagusni, S.H.,M.HI 
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Rincian biaya perkara:  

1. Biaya Pendaftaran………….Rp.   30.000.00  

2. Biaya ATK Perkara…………Rp.   75.000.00 

3. Biaya Panggilan…………….Rp.  360.000.00 

4. PNBP…………………………Rp.   20.000.00 

5. Biaya Redaksi……………….Rp.   10.000.00 

6. Biaya Meterai………………. Rp.   10.000.00 

Jumlah………………………..Rp.  505.000,00  

(lima ratus lima ribu rupiah). 
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